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BUPATI LEBONG 
PROVllfSI BEIIGKULU 

PBRATIJRAlf BUPA'n LltllOlfG 
lfOIIOR .2., TAUUlf 2019 

ftlfTAlfG 

PEKGELOLAA!f DA!f PEIIAlfFAATAlf DAlfA KAPITASI 
.JAIQRAlf KBSBIIATAlf KASIOlfAL PADA FASILITAS KESBIIATAK Tll!IGKAT 

PERTAIIA IIILIK PEIIBRJKTAJI DABRAH KABUPATEK LEBOKO 

Menimbang 

Mengingat 

DEKOAK RAJDL\T nJHAJI YAlfO IIAllA BSA 

BUPATI LEBOKG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional untuk J asa Pelayanan Kesehatan 
clan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, 
perlu me:netapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentuk.an Provinsi Bengkulu (U!mbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Ulmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik I.ndonesia 
Nomor 4349); 

4 . Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perllendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
1Jldonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaiman.a telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-u ndang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi 
Bengkulu (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2854); 

8 . Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 1 
Tahun 2013 {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 255); 

9. Peraturan. Pl'esiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan . dan Pemanfaatan. Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemcrintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan 'J'ingkat Lanjutan Oalarn Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia T:ahun 2013 Nomor 1392); 

l 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia T:ahun 2013 Nomor 1400); 
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Memperhatikan : 

Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang penggunaan Dana Kapitasi jaminan 
Keschatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Keschatan dan Oulrungan Biaya Operasional Pada 
Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah 
sebagaiman. tclah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan .atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
19 Tahun 2014 ten tang penggunaan Dana Kapitasi 
jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada 
Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 44); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor : 900/280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran 
Pelaksana dan Penatausahaan Serta PertanggUng jawaban 
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah. 

IIEMVTUSKAN : 

PERATURAl'I BUPATI LEBONG TENTAl'fG PENGELOLAAN 
DAN PEIIANFAATAl'I' DAl'l'A KAPITASI JAMINAl'I' 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHAT.Al'f 
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LEBONG. 

BABI 
KETENTU.Al'f UIIUII 

Paaa11 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah a dalah Pemerintah Kabupaten Lebong. 
2 . Bupati adalah Bupati Lebong. 
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Oinas Kesebatan 

Kabupaten Lebong. 
4. Kepala Oinas/alah Kepala Dinas Kasehatan Kabupaten Lebong. 

P' 
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5. I wn Kesehatan Nasional s,elanjutnya disebut JKN adalah jaminan 
berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran 
atau iurannya dibayar oleh permerintah. 

6. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang digunakan 
untuk menyelenggara.kan upaya, pelayanan kesehatan perorangan, baik 
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pcmerlntah, Pemerlntah Daerah, dan/ a tau masyarakat. 

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTP adalah 
fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, 
pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya. 

8. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjunya disebut BPJS 
Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggara.kan 
Program Jaminan Kesehatan. 

9 . Penerima Bantuan luran selanjutnya disebut PB! adalah seluruh peserta 
Jarnkesmas dan Jamkesda yang memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda 
atau sudah tereatat di database kepersertaan BPJS. 

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka 
kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

11. Pengelolaan Dana Kapatasi adalah tata cara penganggaran, pela.ksanaan, 
penata usahaan, dan pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh 
FKTP dari BPJS Kesehatan. 

12. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat 
daera.h pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna 
barang. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut RKA-OPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
belanja OPD atau dokwnen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umurn daerah yang 
diguna.kan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendi'lpi'llatt 
dan belanja OPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Pua.12 

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan 
dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah dit,.tjukan 
bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan 
keuangan badan layanan umum daerah. 

BAB D 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 

Pasal3 

(IJ Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : 
a Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b Dukungan biaya opera~ional pelayanan ke,;eha=. 
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(2' 41okasi unlllk pembe.yaran jasa pelayanan lresehatan sebagairnana d.imaksud 
pada ayat ( I I buruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 70 % (l'ujuh Puluh 
Penen) dari penerimaan Dana Kapitasj. 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
sehagairnaoa dirnaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30 % (Tiga 
Puluh Persen). 

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD 
Dioas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan meropertimbaogkan : 
a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; 
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target 

kioerja di bidang pelayanan kesehatan; dan 
c. Kebutuhan obat, alat kuehatan, dan bahan medis habis pakai. 

(5) Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi 
sebagaim.ana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Forrnulir l yang 
merupakan bagian tidak terpisahkao dari Peraturan Menteri ini. 

BABm 
JASA PELAYANAlf KESEHATA!f 

Pasa14 

(I) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanao kesehatan bagi tenaga kesehatao dan tenaga 
non kesehatan yang melakukan pelayaoan pada FKTP. 

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) meliputi Pegawai Negeri S ipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkao sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga 
non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan 
mempertimbaogkan variable : 
a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan 
b. kehadiran. 

(4) Vanabel jenis ketenagaan dan/atau jabatao sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut : 
a. tenaga med.is, diberi nilai ISO (seratus lima puluh); 
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 

(seratus); 
c . tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); 
d. tenaga kesehatao D3, diberi nilai 60 (enam puluh); 
e. tenaga non kesehatan paliog rendah D3, atau asjsten tenaga kesehatan, 

diberi nilai 50 (lima puluh); dan 
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima). 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas 
administratif, diberi nilai sebagai iberikut : 
a tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai 

kepala FKTP; 
b tambahan niJaj 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dao 
c tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung j awab penatausahaan 
keuangan. 
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(6) Tenaga sebagl'irnan,i dimaksud pada ayat (4) yang merangkap rugas sebagaj 
penanggung jawab program atau yang set.am, diberi tambahan nilai 10 
(sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. 

(7) Setiap tenaga se~gairnan" dimaksud pada ayat (4) yang rnemiliki masa 
kerja : 
a . 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 

5 (lima); 
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan 

nilai 10 (sepuluh); 
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi 

tambahan nilai IS (lima belasJ; 
d. 2 I (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, 

diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan 
e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh 

lima). 
{8) Vanabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai 

sebagai berikut: 
a. hadir setiap h ari kerja , diberi nilai t (satu) poin per hari; dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai 

dengan 7 (tuj uh) jam, dikurangi I (satu) poin. 
(9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat 

yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a. 

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan 
dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai 
berikut: 

TotalJumlah ~lut:uh Point 

kete,angan: 
~Wf'flak t(ffladir•n : jurnlab k~l\9clr1n dib,cl j1i1mkhtwi kef;e !Uttn 1 W.n 

Jumlah Oan.t 
X u~ Ptl1Y1ftu 1 

(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing­
masing tenaga keseh atan dan tenaga non kesehatan sebagajmana 
dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir 2 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
BIAVA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

Pasa!S 

(!) Alokasi Dana Kapitasi untuk p embayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimak,;ud dalam Pasal 3 ayat (3) 
dimanfaatkan untuk : 
a biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 
b biaya operasional pelayanan kesehatan Jainnya. 
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(21 Dukung;an biaya operasional pclayanan kesehatan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. bclanja barang operasional, terdiri atas : 

I. pelayanan kesehatan dalam gedung; 
2. pelayanan kesehatan luar gedung; 
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; 
4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 
5. adntinistrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau 
7. pemeliharaan saran a dan prasarana. 

b. belanja modal untuk sarana dan prasara.na yang pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, da.n pengadaan 
barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh OPD Dinas Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengadaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan 
ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

(5) Pengadaan sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada 
formuJarium nasional. 

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak 
tercantum dalam formularium nasional sebagaima.na dimaksud pada ayat 
(5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal 
terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala 
Oinas Kesehatan. 

Pua16 

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng­
undanga.n. 

BABV 
PEMANFAAT/Jf SISA DANA KAPITASI 

Paaa17 

(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang: tidak digunakan seluruhnya pada tahun 
anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun 
anggaran berikutnya. . 

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagairnana dimaksud pada ayat (l) berasal 
dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka 
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan. 

(3) Dalam ha! sisa Dana Kapitasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) berasal 
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat 
digunakan untukjasa pelayanan. 

Paaal8 

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus 
dimasukkan dalam rcneana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang 
dianggarkan dalam Rencana Kerja da.n Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BABVI 
PEIIBDIAAll DAIi PUGAWASA!I 

.Pual9 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupatii ini dilakukan oleh 
Kepala OPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara 
fungsional oleh Aparatur Pengawas lnstansi Pemerintah Kabupaten sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVU 
KETENTUAN PENUTUP 

PasallO 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintallkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong . 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal ~s qi,('" 2019 

1- BUPATI LEBONG' 

Diundangkan di Tubei • 
pada tanggal 3-S 1\U'U 2019 

ARJSDAERAH 
NLEBONG, 

H. MUSTAR."1fl ABIDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR J.b 

r PEMERIN!AH ·r;AS1JF.~lEN LEBOHG 
BAG!.C\N HUKUM 

',t{ ?H/ttA.f~?C.~~UK~UKVM 
K.~eti?~JEK l~BONG ~ 
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